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PENETAPAN
Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Kdg
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 28 Mei
2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di
XX, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gambut, 10 Oktober 1995, agama

Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SD,

tempat kediaman di XX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13
Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada
tanggal 19 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 255/Pdt.G/2021/PA.Kdg,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada
tanggal 26 Juni 2020, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XX Tanggal 26
Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sung

ai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul

sebagaimana layaknya suami istri dan tidak dikaruniai anak;
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3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama

terakhir di rumah bersama di XX;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan
harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2020 mulai tidak rukun,
disebabkan Orang tua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tang
ga Penggugat dan Tergugat, seperti Ibu Tergugat menuduh Penggugat m
alas membersihkan rumah dan menceritakannya kepada tetangga, pada
hal waktu itu Penggugat dalam keadaan sakit, sehingga membuat Pengg

ugat sangat sakit hati sebagai menantu;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2021 disebabkan s
ewaktu Penggugat sakit, Tergugat mengatakan kepada Penggugat bah
wa ibu Tergugat melarang Penggugat dan Tergugat untuk bersama tanp
a sebab dan alasan yang Penggugat ketahui sehingga membuat Pengg
ugat merasa kecewa dan terjadi pertengkaran dan perselisihan antara P
enggugat dan Tergugat, kemudian setelah pertengkaran tersebut Pengg
ugat pergi meninggalkan rumah bersama dan pulang ke rumah orang tu
a Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas dan pada tanggal 21
Juni 2021 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat melalui telepo
n yang disaksikan oleh ibu kandung Penggugat yang bernama Nurhayat
i dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat
bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada satu peninggalan

Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan T
ergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pe
rtengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak
dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin
bercerai dengan Tergugat;
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Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa

dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:
PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba’'in shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Pengg
ugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilny
a.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah
datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil’lkuasa hukumnya dan ketidakhadiran Tergugat
tersebut bukan merupakan alasan yang sah, meskipun Pengadilan melalui

Jurusita telah memanggil Tergugat dengan resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim kemudian memberikan nasehat kepada
Penggugat agar rukun dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan

permohonan untuk mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari penetapan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan

Hal. 3 dari 5 Hal. penetapan No.255/Pdt.G/2021/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang

untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut

gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai
pada tahap pembacaan gugatan, Tergugat secara langsung belum
terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tersebut tidak
diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis

menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai
dengan pasal 271-272 Ryv;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1.  Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
255/Pdt.G/2021/PA.Kdg dari Penggugat;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk
mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Hikmah, S.Ag, M.Sy.
sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.l.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Samsul Aripin sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.
Hakim Anggota Hikmah, S.Ag, M.Sy.

Sulaiman Laitsi, S.H.l.
Panitera Pengganti,

Drs. Samsul Aripin

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 250.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai ‘Rp 10.000,00
Jumlah :Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
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